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ABSTRAK 
 
SRI WAHYUNI TAJUDDIN (B 111 12 046), Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga 
Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor 
81/Pid.Sus/2015/PN.Tka) dibawah bimbingan M. SYUKRI AKUB (selaku 
pembimbing 1) dan HAERANAH (selaku pembimbing 2). 
 Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan hukum pidana 
dalam tindak pidana pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak 
bersubsidi dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan 
putusan dalam perkara dengan nomor putusan : 81/Pid.Sus/2015/PN.Tka 
 Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Takalar dengan 
melakukan wawancara hakim. Selain itu peneliti juga melakukan studi 
kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literature serta peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas 
dalam skripsi ini. 
 Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah penerapan hukum 
pidana oleh hakim dalam perkara pidana No.235/PID.B/2013/PN.MKS adalah 
berdasarkan hasil penelitian, penulis menganggap telah terpenuhinya unsur-
unsur dalam Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2d) Undang-undang R.I 
Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP. 
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
berdasarkan dakwaan penuntut umum didasarkan pada alat-alat bukti 
berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa 
serta fakta-fakta lengkap di depan persidangan diperkuat dengan 
keyakinan hakim itu sendiri. Dan tidak diperolehnya alasan penghapusan 
pidana yang membuat terdakwa lepas dari jeratan hukum. Selain itu, 
hakim juga turut mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan 
dan meringankan bagi terdakwa.   
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ABSTRACT 
 
SRI WAHYUNI TAJUDDIN (B 111 12 046), Review of Juridical 
Transportation Abuse Against Crime And / Or Commercial Fuel 
Subsidized (Case Study Decision No. 81 / Pid.Sus / 2015 / PN.Tka) under 
the guidance of M. Syukri Akkub (as mentor 1) and HAERANAH (as a 
mentor 2). 
This study aims to determine the application of criminal law in the crime of 
the transport and trade of subsidized fuel and the legal considerations by 
the judge in the case ruled on by the decision number: 81 / Pid.Sus / 2015 
/ PN.Tka 
This research was conducted in the District Court judge Takalar by 
conducting interviews. In addition, researchers also conducted a literature 
study by way of studying books, literature, and legislation related to the 
issues discussed in this thesis. 
The findings obtained from this study is the application of criminal law by 
judges in criminal cases 235 / Pid.B / 2013 / PN.MKS is based on 
research results, the author considers that the fulfillment of the elements in 
Article 53 letter d Jo. Article 23 paragraph (2d) R.I Law Number 22 Year 
2001 concerning Oil and Gas Jo. Article 55 paragraph (1) 1st Criminal 
Code. 
Legal considerations of judges in decisions by the public prosecutor 
charges are based on evidence in the form of statements of the witnesses, 
expert testimony and the testimony of the defendant as well as the full 
facts before trial judges reinforced the belief itself. And not obtaining the 
reason for the removal of criminal defendant who made off from the law. In 
addition, the judges also consider matters which may be burdensome and 
relieve the defendants. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Perkembangan zaman saat ini sangat bergantung dengan cara 
pengelolaan energi yang hemat serta ramah lingkungan. Berbagai 
percobaan untuk menciptakan jenis energi yang ramah lingkungan 
dilakukan di berbagai negara. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah 
penggunaan energi yang tidak dapat diperbaharui, salah satunya adalah 
bahan bakar fosil. Pengalihan bahan bakar fosil sebagai sumber energi 
sudah banyak dilakukan di negara-negara maju dengan menciptakan 
sumber energi yang lebih ramah lingkungan serta dapat diperbaharui 
seperti bahan bakar Bio Disel yang berasal dari tumbuhan. 
 Indonesia merupakan negara dengan tingkat perkembangan 
ekonomi yang cukup signifikan. Data Asosiasi Industri Sepeda Motor 
Indonesia (Aisi) menyebutkan, sepanjang januari-November 2014, 
sepuluh provinsi paling banyak menyerap sepeda motor adalah Jawa 
Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Selain 
itu, Sumatera Barat, Bali, DIYogyakarta, Sulawesi Selatan dan Kalimantan 
Utara. Nyaris seluruh provinsi di Pulau Jawa Masih merajai penjualan 
motor di Indonesia.1 Pesatnya perkembangan ekonomi juga diimbangi 
dengan majunya perkembangan industri. Dimana pemerintah mulai 
                                                          
1 https://edorusyanto.wordpress.com/2014/12/09/inilah-10-provinsi-dengan-
penjualan-motor-terbanyak/ di akses pada tanggal 15/10/15 pukul 21:14 
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mencanangkan bantuan untuk industri kecil dan menengah dengan 
dibentuknya Kementrian Koperasi dan Ukm. Dengan pesatnya 
perkembangan industri dan penjualan kendaraan bermotor di Indonesia 
membuat masyarakat dan pelaku usaha industri memiliki sikap komsumtif 
terhadap sumber energi yang yang tersedia. Indonesia merupakan salah 
satu negara berkembang yang masih menggunakan bahan bakar fosil 
sebagai sumber energi utama, baik yang digunakan oleh pihak industri 
maupun masyarakat umum. Sebenarnya beberapa pihak telah 
mengembangkan sumber energi yang ramah lingkungan dan dapat 
diperbaharui, sehingga tidak lagi semata-mata tergantung pada 
pemakaian bahan bakar fosil yang semakin menipis. 
Setiap kegiatan usaha selalu berhubungan dengan kegiatan 
pendistribusian terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. 
Produk yang dihasilkan dalam kegiatan usaha yaitu berupa barang dan 
jasa. Oleh karena itu perusahaan dapat dikatakan berhasil melakukan 
kegiatan proses distribusi produknya, apabila pihak perusahaan menjadi 
permasalahan global karena keterbatasan jumlahnya. Terutama setelah 
berkembangnya teknologi industrial transportasi yang semakin 
meningkatkan jumlah permintaan minyak dan gas bumi.  
Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai 
oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian 
nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. 
Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna 
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untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 
telah ditetapkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak 
dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum 
bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas. 
Dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan dan 
pendistribusian BBM terjadi penyimpangan pendistribusian BBM subsidi 
ke industri yang terjadi di Kabupaten Takalar. Hal ini sering terjadi dalam 
usaha pendistribusian BBM di kabupaten Takalar dan perbedaan harga 
yang cukup tinggi antara BBM industri dengan subsidi yang membuka 
peluang berbagai pihak untuk melakukan penyimpangan. 
Kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM yaitu  pada 
tanggal 23 Juni 2015 di Jl. H. Dewakang Dg. Tiro, Kel. Pattalassang, Kec. 
Pattalassang Kab. Takalar terjadi penggerebekan oleh petugas dari Polres 
Takalar yang menemukan sejumlah bahan bakar minyak jenis solar 
bersubsidi didalam mobil tangki industry yang berisi solar sebanyak 3.000 
liter yang tidak memili izin pengangkutan maupun izin Usaha Bahan Bakar 
Minyak dari pihak berwenang.   
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 
mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “ Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau 
Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi ( Studi Kasus Putusan Nomor 
81/Pid.Sus/2015/PN.Tka) ” 
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B. Rumusan Masalah 
 Dengan latar belakang pemikiran di atas dan untuk menghindari 
kajian yang berlaku luas dan menyimpang dari objek penulisan ini maka 
penulis mempersempit ruang lingkup pembahasan dengan memilih 
rumusan masalah sebagai berikut 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak 
pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan 
bakar minyak bersubsidi?  
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
menjatuhkan putusan perkara nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Tka) 
C. Tujuan Penelitian   
Adapun tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak 
pidana materil penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga 
bahan bakar minyak bersubsidi  
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
menjatuhkan putusan perkara nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Tka) 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini adalah : 
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1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap 
perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai 
penyimpangan distribusi BBM bersubsidi. 
2. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi 
masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap 
pemberantasan tindak pidana pengangkutan BBM bersubsidi. 
3. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu 
bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan 
penegakan hukum di Indonesia 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Yuridis  
Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, 
sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut 
ketentuan pidana materil. Khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan 
yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai tindak pidana apa 
yang terjadi, siapa pelakunya, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, 
pertangggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku 
tindak pidana. 
B. Tindak Pidana  
a. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 
pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam 
WvS Belanda, dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda (KUHP), tetapi 
tidak ada penjelasaan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar 
feit itu. Oleh karna itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti 
dan isi dari istilah itu. Dan sayangnya sampai kini belum ada 
keseragaman pendapat.2 
                                                          
2 Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 
hlm 67. 
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Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang 
diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti 
diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana 
maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata strafbaar feit terdiri dari tiga 
kata yakni, straf, baar, dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai 
terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai 
pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan 
boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, 
pelanggaran dan perbuatan.3 
 Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam 
undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan 
dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan 
mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia 
mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada 
waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 
pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.4 
 Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah 
perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana 
mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret 
dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan 
arti yang bersifat alamiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat 
                                                          
     3Ibid, hlm.69 
4 Andi Hamzah, 2001, Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 
22 
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memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 
masyarakat.5 
Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-
undangan yang ada maupun dalam berbagai literaratur hukum sebagai 
terjemahan dari istilah stafbaar feit adalah sebagai berikut : 6 
1)  Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam 
perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan 
perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti 
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, 
(diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002), Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang 
menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro.  
2) Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya 
R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, H.J Van 
Schravendijk  dalam buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana 
Indonesia, A. Zaenal Abidin dalam buku beliau Hukum Pidana 1, 
pembentuk undang-undang pernah menggunakan istilah peristiwa 
pidana, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Sementara 1950. 
                                                          
5 Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm 18.  
6 Adami Chazawi, Op. Cit. hlm.67 
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3) Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga 
digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksudkan dengan 
strafbaar feit. Istilah ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur, 
misalnya Utrecht walaupun ia juga menggunakan istilah lain yaitu 
peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana 1) A. Zaenal Abidin 
dalam buku beliau Hukum Pidana 1. Moeliatjo pernah juga 
menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau Delik-Delik 
Percobaan Delik-Delik Penyrtaan walaupun menurut beliau lebih 
tepat dengan istilah perbuatan pidana.  
4) Pelanggaran pidana, dapat dijumpai didalam buku Pokok-Pokok 
Hukum Pidana yang ditulis oleh M.H Tirtaamidjaja. 
5) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh kami 
dalam buku beliau Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga 
Schravedjik dalam bukunya Buku Pelajaran Tentang Hukum 
Pidana Indonesia. 
6) Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk 
undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 Tentang 
Senjata Api dan Bahan Peledak (baca pasal 3). 
7) Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeliatno dalam berbagai 
tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana. 
Menurut D. Simons, tindak pidana (strafbaar feit) adalah kelakuan 
(handeling) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, 
yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang 
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yang mampu bertanggung jawab (eene strafbaar gestelde “onrechtmatige, 
met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar 
person”).7 
Teguh Prasetyo merumuskan bahwa :8 
Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan 
diancam dengan pidana.Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan 
yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh 
hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang 
sebenarnya diharuskan oleh hukum).”  
Sedangkan menurut Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan 
manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, 
strafwaarding (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karna 
keselahan (en aan schuld te wijten)9 
Selanjutnya Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu 
sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu, “tindakan yang menurut 
sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang 
dapat dihukum”.10 
Sementara itu, Moeljatno meyatakan bahwa tindak pidana berarti 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja 
yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan 
                                                          
7 Frans Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, hlm 58. 
8Teguh Prasetyo,2011, Hukum Pidana Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm.49.  
9 Zaenal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.224 
10Frans Maramis, op.Cit, hlm 58 
11 
 
oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-
citakan oleh masyarakat.11 
Jadi tindak pidana (strafbaar feit), peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. Sementara delik yang dalam bahasa 
asing disebut delict artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman. 
b. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur 
tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno “Tindak pidana 
adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa 
yang melanggar larangan tersebut”. 
Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya 
dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang 
perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam 
rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri 
atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan 
dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk 
kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman 
pidana kalau dilanggar. 
Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) 
adalah:12 
                                                          
11Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta,hlm.54 
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1.  Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia  
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang 
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum) 
4. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan 
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat 
Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur 
subyektif dari tindak pidana,yakni  
Unsur Obyektif : 
1. Perbuatan orang 
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. 
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu 
seperti dalam pasal 281 KUHPidana sifat “openbaar” atau 
“dimuka umum”. 
Unsur Subyektif : 
1. Orang yang mampu bertanggung jawab 
2. Adanya kesalahan (dollus atau culpa). Perbuatan harus 
dilakukan dengan kesalahan. 
Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari 
perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu 
dilakukan. 
                                                                                                                                                               
12 Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Bandung:  PT. Revika Aditama, hlm 98. 
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Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-
unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, dapat diuraikan 
sebagai berikut :13 
Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku 
atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya 
yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan 
unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 
keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-
tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. 
a. Unsur Subjektif 
Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah: 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat 1  KUHPidana 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, dan lain-lain 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut 
Pasal 340 KUHPidana 
                                                          
13 P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, hlm.193. 
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5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di 
dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHPidana. 
b. Unsur Objektif 
Unsur-unsur objektif dari tindak pidana itu adalah: 
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid 
2. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai  pegawai negri” 
di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau 
“keadaan sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan 
terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana. 
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang yang berada 
di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur 
mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu 
yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. 
Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur 
yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.14 
a. Unsur Tingkah Laku 
Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku 
aktif atau positif (bandelen), juga dapat perbuatan materiil 
(materieel feit) dan tingkah laku pasif atau negatif (nalaten). 
                                                          
14 Adami Chazawi, Op. Cit, hlm 83. 
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Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang 
untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud 
gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh, misalnya 
mengambil (362) atau memalsu dan membuat secara palsu (268). 
Sebagian besar (hampir semua) tindak pidana tentang unsur 
tingkah lakunya dirumuskan dengan perbuatan aktif, dan sedikit 
sekali dengan perbuatan pasif. 
Sementara itu, tingkah laku pasif berupa tingkah laku 
membiarkan (nalaten), suatu bentuk tingkah laku yang tidak 
melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang 
seharusnya seorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus 
melakukan perbuatan aktif dan dengan tindak berbuat demikian, 
seorang itu disalahkan karna tidak melaksanakan kewajiban. 
 
b. Unsur Sifat Melawan Hukum 
Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau 
terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut 
dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum 
formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada 
masyarakat  (melwan hukum materiil/materieel wederrechtelijk). 
Karna bersumber pada masyarakat, yang sering juga disebut 
dengan bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, sifat 
tercela tersebut tidak tertulis. 
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c. Unsur Kesalahan 
Kesalahan (schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau 
gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai 
perbuatan. Oleh karna itu, unsur ini selalu melekat pada diri 
pelaku dan bersifat subjektif.  
Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku 
adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat 
serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. 
 
C. Jenis Tindak Pidana 
Pembagian jenis-jenis tindak pidana atau delik dapat 
dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :15 
1.   Kejahatan dan Pelanggaran 
KUHP tidak memberikan kriteria tentang dua hal tersebut, 
hanya membaginya dalam buku II dan buku III, namun ilmu 
pengetahuan mencari secara intensif ukuran (kriterium) untuk 
membedakan kedua jenis delik itu. 
Ada dua pendapat : 
a. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik 
itu ada perbedaan yang bersifat kwalitatif. Dengan ukuran ini 
lalu didapati 2 jenis delik, ialah : 
1.   Rechtdelicten 
                                                          
15 Ibid. Hlm 122. 
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     Ialah yang perbuatan yang bertentangan dengan 
keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana 
dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-
benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan 
dengan keadilan misal : pembunuhan, pencurian. Delik-
delik semacam ini disebut “kejahatan” (mala perse). 
2.   Wetsdelicten  
Ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari 
sebagai tindak pidana karena undang-undang 
menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-
undang mengancamnya dengan pidana. Misal : 
memarkir mobil di sebelah kanan jalan (mala quia 
prohibita). Delik-delik semacam ini disebut 
“pelanggaran”. Perbedaan secara kwalitatif ini tidak 
dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari 
sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang 
pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai 
bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada 
“pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan 
bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena 
perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka 
dicari ukuran lain.  
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b.  Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu 
ada perbedaan yang bersifat kwantitatif. Pendirian ini hanya 
meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi 
kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada 
“kejahatan”. 
2.   Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara 
formil dan delik dengan perumusan secara materiil) 
a.   Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititik 
beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut 
telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti 
tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan 
(Pasal 160 KUHPidana), di muka umum menyatakan 
perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan 
kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia 
(Pasal 156 KUHPidana); penyuapan (Pasal 209, 210 
KUHPidana); sumpah palsu (Pasal 242 KUHPidana); 
pemalsuan surat (Pasal 263 KUHPidana); pencurian 
(Pasal 362 KUHPidana). 
b.  Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik 
beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki  (dilarang). 
Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak 
dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling 
banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (Pasal 
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187 KUHPidana), penipuan (Pasal 378 KUHPidana), 
pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana). Batas antara delik 
formil dan materiil tidak tajam misalnya Pasal 362.  
3.   Delik commisionis, delik ommisionis dan delik commisionis per 
ommisionen commissa 
a.   Delik commisionis adalah delik yang berupa pelanggaran 
terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, 
pencurian, penggelapan, penipuan.  
b.  Delik ommisionis adalah delik yang berupa pelanggaran 
terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang 
diperintahkan yang diharuskan 
c.  Delik commisionis per ommisionen commissa : delik yang 
berupa pelanggaan larangan (dus delik commissionis), 
akan tetapi dapa dilakukan dengan cara tidak berbuat.  
4.  Delik dolus dan delik culpa (doleuse en culpose delicten) 
Tindak pidana sengaja (dolus) adalah tindak pidana yang 
dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau 
mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana 
yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalm pasal, 
misalnya Pasal 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang 
diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian (culpa) adalah 
tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur 
culpa (lalai), kurang hati-hati dan tidak karna kesengajaan. 
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5. Delik tunggal dan delik berangkai (enkelvoudige en samenge 
stelde delicten) 
a.  Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan 
perbuatan satu kali. 
b.  Delik berangkai adalah delik yang baru merupakan delik, 
apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : Pasal 481 
(penadahan sebagai kebiasaan) 
6. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai (voordurende en 
aflopende delicten)  
      Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai    
ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya 
merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana). 
7. Delik aduan dan delik laporan (klachtdelicten en niet klacht 
delicten) 
Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya 
dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena 
(gelaedeerde partij) misal : penghinaan (Pasal 310 dst. jo 319 
KUHPidana) perzinahan (Pasal 284 KUHPidana), chantage 
(pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 
sub 2 KUHPidana jo. ayat 2). Delik aduan dibedakan menurut 
sifatnya, sebagai :  
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a.   Delik aduan yang absolut, ialah misalnya Pasal 284, 310, 
332. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut 
berdasarkan pengaduan. 
b.   Delik aduan yang relative ialah misalnya Pasal 367, disebut 
relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa 
antara si pembuat dan orang yang terkena. 
Delik laporan adalah delik yang penuntutannya dapat dilakukan 
tanpa ada pengaduan dari pihak yang terkena, cukup dengan 
adanya laporan yaitu pemberitahuan tentang adanya suatu 
tindak pidana kepada polisi 
8.  Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya / 
peringannya (eenvoudige dan gequalificeerde / geprevisilierde 
delicten) 
Delik yang ada pemberatannya, misalnya penganiayaan 
yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 
ayat 2, 3 KUHPidana), pencurian pada waktu malam hari dsb. 
(Pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan 
karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan 
kanak-kanak (Pasal 341 KUHPidana). Delik ini disebut 
“geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; misal : penganiayaan 
(Pasal 351 KUHPidana), pencurian (Pasal 362 KUHPidana). 
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D. Pemidanaan  
Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi 
dan juga terhadap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata 
pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan 
pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.16 
Pemidanaan itu bukan untuk dimaksudkan sebagai upaya balas 
dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang 
pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap 
terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan 
dapat terwujud apabila melihat beberapa  tahap perencanaan 
sebagai berikut :17 
1. Pemberian pemidanaan oleh pembuat Undang-Undang 
2. Pemberian pemidanaan oleh badan yang berwenang 
3. Pemberian pemidanaan oleh instansi pelaksana yang 
berwenang 
Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan 
pokok yaitu sebagai golongan teori pembalasan (absolut), golongan 
teori tujuan (relatif) dan kemudian ditambah golongan teori 
gabungan.18 
1. Teori Pembalasan (absolut) 
Teori  ini terbagi dua macam yaitu : 
                                                          
16 Amir Ilyas, Op.Cit, hlm 95. 
17 Ibid. hlm96 
18 Erdianto Efendi, Op.Cit, hlm 141. 
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a. Teori pembelasan yang objektif, yang berorientasi  pada 
pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan 
masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan 
harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu 
bencana atau kerugian yang seimbang dengan 
kesengsaraan yang diakibatkan oleh sipembuat kejahatan. 
b. Teori pembelasan subjektif, yang berorientasi pada 
penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat 
kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila 
kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh 
kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah 
seharusnya dijatuhi pidana yang ringan. 
2. Teori Tujuan (relatif) 
Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari 
pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau 
pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga 
pencegahan untuk masa mendatang. 
Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori 
absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana 
dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditunjuk 
kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud 
mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi lebih 
baik kembali. 
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3. Teori Gabungan 
Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan 
bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan 
datang, karnanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasaan 
bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat. 
Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan 
besar, yaitu sebagai berikut :19 
1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa 
yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya 
tata tertib masyarakat. 
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata 
tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya 
pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang 
dilakukan terpidana. 
C. Pengangkutan  
a. Pengertian Pengangkutan 
Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau 
barang kedalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau 
barang ketempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan 
                                                          
19 Adami Chazawi, Op.Cit, hlm 166. 
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penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut di 
tempat tujuan yang disepakati. 20 
Apabila penggunaan alat pengangkut di sertai pembayaran 
sejumlah uang sebagai imbalan atau sewa, pengangkutan itu 
disebut pengangkutan niaga. menjalankan usaha dengan cara 
membeli barang dan menjualnya lagi, menyewakan barang, atau 
menjual jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. 
b. Fungsi Pengangkutan  
Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari 
suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk 
meningkatkan daya guna dan nilai. Disini jelas, meningkatnya 
daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, yang 
berarti bila daya guna dan nilai di tempat baru itu tidak naik, maka 
pengangkutan tidak perlu diadakan, sebab merupakan suatu 
perbuatan yang merugikan bagi si pedagang. Fungsi 
pengangkutan yang demikian itu tidak hanya di dunia 
perdagangan saja, tetapi berlaku di bidang pemerintahan, politik, 
sosial, pendidikan, hankam dan lain-lain. 
c. Aspek-aspek dalam Pengangkutan 
 Pelaku, yang disebut pelaku dalam pengangkutan adalah 
orang yang melakukan pengangkutan, bila badan usaha 
atau orang pribadi/perorangan. 
                                                          
20 Soeginatjo Tjakranegara, 1995, hukum pengangkutan barang dan penumpang, Jakarta 
rineka Cipta hlm 1 
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 Alat pengangkutan, adalah alat yang digunakan dalam 
pengangkutan. 
 Barang atau penumpang, adalah muatan yang diangkut, 
termasuk juga hewan. Karena hewan termasuk barang 
 Perbuatan, adalah kegiatan mengangkut orangdan/atau 
barang sejak permautan sampai dengan penurunan di 
tempat tujuan. 
 Fungsi pengangkutan, untuk meningkatkan nilai dari barang 
dan/atau penumpang. 
 Tujuan pengangkutan, adalah untuk memindahkan suatu 
barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat 
tertentu untuk menaikkan nilai barang dan kualitas 
penumpang. 
d. Asas Hukum Pengangkutan 
1. Asas manfaat yaitu, bahwa pengangkutan harus dapat 
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 
kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan 
pengembangan perikehidupan yang berkesinambungan 
bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan 
dan keamanan negara;  
2. Asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu, bahwa 
penyelenggaraan usaha di bidang pengangkutan 
dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi 
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bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh 
seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat 
kekeluargaan;  
3. Asas adil dan merata yaitu, bahwa penyelenggaraan 
pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang 
adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat 
dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat; 
4. Asas keseimbangan yaitu, bahwa pengangkutan harus 
diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat 
keseimbangan yang serasi antara kepentingan 
pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan 
individu dan masyarakat, serta antara kepentingan 
nasional dan internasional; 
5. Asas kepentingan umum yaitu, bahwa penyelenggaraan 
pengangkutan harus mengutamakan kepentingan 
pelayanan umum bagi masyarakat luas; 
6. Asas keterpaduan yaitu, bahwa penerbangan harus 
merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, 
saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun 
antar moda transportasi;  
7. Asas kesadaran hukum yaitu, bahwa mewajibkan 
kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin 
kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga 
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negara indonesia untuk selalu adar dan taat kepada 
hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan;  
8. Asas percaya pada diri sendiri yaitu, bahwa 
pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan 
akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta 
bersendikan kepada kepribadian bangsa;  
9. Asas keselamatan penumpang yaitu, bahwa setiap 
penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus 
disertai dengan asuransi kecelakaan; 
e. Pengangkutan Niaga 
Istilah niaga adalah padana dari istilah dagang, yaitu 
kegiatan menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan 
menjualnya lagi, menyewakan barang, atau menjual jasa 
dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Apabila 
penggunaan alat pengangkut di sertai pembayaran sejumlah 
uang sebagai imbalan atau sewa, pengangkutan itu disebut 
pengangkutan niaga. 
Pengangkutan niaga adalah penggunaan, alat pengangkut 
oleh penumpang atau pengirim untuk mengangkut penumpang 
atau barang ketempat tujuan yang telah disepakati dengan 
pembayaran sejumlah uang sebagai biaya atau sewa. 
Pembayaran sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan 
membuktikan bahwa pengangkut menjalankan kegiatan usaha 
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perusahaan di bidang pengangkutan dengan memungut biaya 
pengangkutan disebut pengangkutan niaga.   
f. Pengaturan Pengangkutan 
Peraturan hukum pengangkutan adalah keseluruhan 
peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan, 
istilah peraturan hukum (rule of law) dalam definisi ini meliputi 
semua ketentuan21 
1. Undang-undang pengangkutan; 
2. Perjanjian pengangkutan; 
3. Konvensi internasional tentang pengangkutan; dan 
4. Kebiasaan dalam pengangkutan kereta api, darat, 
perairan dan penerbangan; 
Peraturan hukum tersebut meliputi juga asas hukum, norma 
hukum, teori hukum, dan praktek hukum pengangkutan. Asas 
hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis (fundamental 
norm) yang menjadi dasar ketentuan-ketentuan pengangkutan 
yang menyatakan kebenaran, keadilan, dan kepatutan yang 
diterima oleh semua pihak. 
 
D. Bahan Bakar Minyak Subsidi 
Pada dasarnya pembentukan BBM berasal dari pengolahan minyak 
bumi. Minyak bumi ini berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 
                                                          
21 Ibid  hlm 6 
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2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa 
hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan tempratur atmosfer 
berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau 
ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari hasil penambangan, tetapi 
tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang 
berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan 
dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.  
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) 
menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi 
Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh 
Negara. Demikian pula bumi air yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat BBM yang 
penguasannya dikuasai oleh Negara merupakan sumber daya alam 
yang strategis dan merupakan komoditas vital yang memegang 
peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan 
kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa Negara yang 
penting, maka pengelolaannya dilakukan seoptimal mungkin agar 
dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat.  
Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi, pengertian BBM adalah: “Bahan Bakar 
yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi”  
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Pengertian yang sama pula disebutkan dalam Peraturan 
Pemerintah R.I. Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran Dan 
Penggunaan Iuran Badan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian 
BBM Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa: “Bahan Bakar yang 
berasal dan/atau diolah dari minyak bumi”  
Dari uraian di atas Nampak jelas bahwa pengelolaan sumber daya 
alam yang salah satunya adalah BBM, pengelolaannya dikuasai 
sepenuhnya oleh Negara yang merupakan wujud dari pola 
pembangunan kesejahteraan yang merata.  
Dalam kegiatan pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan BBM 
yang tanpa izin dari pihak Pemerintah, terdapat ketentuan pidana 
yang mengaturnya, seperti ketentuan yang terdapat dalam pasal 53 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas 
Bumi.  
Pasal 53:  
Setiap orang yang melakukan:  
a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin 
usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lama) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima 
puluh miliar);  
b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin 
usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 
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4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 
(empat puluh miliar)  
c. Penyimpanan sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 tanpa izin 
usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 
3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga 
puluh miliar)  
d. Niaga sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 tanpa izin usaha 
niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar.  
Ketentuan yang mengenai penyalahgunaan pengangkutan dan 
niaga juga diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 
2001:  
Pasal 55:  
“Setiap orang yang meyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga 
bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 
Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar). “ 
Kegiatan perniagaan dalam bidang pendistribusian Bahan Bakar 
Minyak tidak serta merta menjadi suatu bentuk tindak pidana 
asalkan kegiatan tersebut mendapat izin dari pihak yang 
berwenang dalam hal ini yaitu Pemerintah, Perniagaan yang 
dimaksud dalam hal ini adalah:  
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“Pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu 
waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang 
berikut dengan maksud memperoleh keuntungan” 
Kegiatan atau usaha perniagaan ini juga tidak terlepas dari 
kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir sebab satu dengan 
yang lainnya mempunyai keterkaitan, kaitannya dalam hal ini 
adalah usaha perniagaan juga termasuk kategori kegiatan usaha 
yang bergerak dalam bidang perlengkapan perusahaan, sedangkan 
pengertian dari kegiatan usaha hulu kegiatan usaha hilir sesuai 
dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Nomor 22 
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah :  
Kegiatan Usaha Hulu:  
“Suatu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada 
kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi “ (UU. No. 22 Thn 2001).  
Kegiatan Usaha Hilir:  
“Suatu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada 
kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan penyimpanan dan/atau 
niaga” (UU.No. 22 Thn 2001)” 
E. Subsidi  
Pada dasarnya subsidi merupakan suatu keuntungan yang 
didapatkan oleh produsen melalui pihak Pemerintah untuk 
mengurangi biaya produksi yang ditanggung produsen, artinya ia 
dapat dipandang sebagai kebalikan dari pajak penjualan karena 
subsidi dapat menurunkan harga.  
34 
 
Sampai mana besarnya keuntungan yang diperoleh pembeli 
dengan adanya subsidi adalah bergantung kepada besarnya 
penurunan harga yang akan berlaku.  
Pengertian atau definisi subsidi adalah bantuan yang diberikan 
pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa 
yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau 
oleh masyarakat luas.  
Bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini sifatnya untuk 
menekan jumlah produksi yang semakin hari semakin 
meningkat.Pemberian bantuan pada dasarnya untuk melihat 
bagaimana subsidi dapat memberi manfaat kepada pembeli dan 
penjual agar biaya produksi yang semakin meningkat dapat ditekan 
dengan adanya pemberian subsidi. 
 
F. Tindak Pidana Pengangkutan Dan Perniagaan BBM 
Ketentuan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan tindak 
pidana perniagaan diatur secara tegas di dalam Pasal 55 UU No. 22 
Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (MIGAS),  
Dimana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan 
dan/atau Niaga BBM, baik minyak bumi, bahan bakar gas maupun yang 
merupakan hasil olahan yang disubsidi oleh pemerintah, tanpa adanya 
izin pengangkutan dan/atau izin niaga dari pihak yang berwenang dapat 
dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
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Berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 
Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan 
menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh 
keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang 
merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara 
lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, 
pengangkutan dan penjualan BBM, pengangkutan dan penjualan BBM 
ke luar negeri.  
Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan 
dan/atau niaga juga dikenal adanya pidana tambahan berupa 
pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau 
yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan 
gas bumi. 
a. Unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan 
dan/atau niaga BBM bersubsidi.  
Menurut UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir yang 
dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari 
pemerintah yang meliputi kegiatan : pengangkutan, perniagaan, 
pengolahan, dan penyimpanan BBM. Begitu pula dengan kegiatan 
usaha hulu yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dari 
keempat jenis kegiatan usaha di atas, jika tidak memiliki izin usaha 
untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, maka kegiatan usaha 
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tersebut dianggap ilegal. Adapun unsur-unsur tindak pidana 
pengangkutan dan/atau niaga BBM menurut UU No. 22 Tahun 2001 
adalah :  
1) Pasal 53 UU Nomor 22 tahun 2001  
“bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha:  
a. Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 
tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi 
Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);  
b. Pengangkutan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin 
usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 
40.000.000.000,00- (empat puluh miliar rupiah);  
c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa 
izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 
30.000.000.000,00,- (tiga puluh miliar rupiah);  
d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin 
usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00,- 
(tiga puluh miliar rupiah)”.  
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Unsur-unsur tindak pidana pengangkutan pada pasal 53 
huruf (b) UU No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi 
(MIGAS) terdiri atas :  
a. Setiap orang;  
b. Melakukan pengangkutan;  
c. Tanpa izin usaha pengangkutan.  
Perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini adalah setiap 
orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemindahan 
BBM dari satu tempat ketempat yang lain tanpa adanya izin usaha 
pengangkutan.  
Sementara untuk tindak pidana perniagaan, unsur-unsurnya (Pasal 
53 huruf (d)) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
terdiri atas :  
a. Setiap orang;  
b. Melakukan perniagaan;  
c. Tanpa izin perniagaan.  
Perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini adalah kegiatan 
penjualan, pembelian, eksport dan impor BBM. Tanpa adanya 
usaha perniagaan. 
 
2) Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001  
Setiap orang yang menyalahgunakan dan/atau BBM yang 
disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling 
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lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 
60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).  
Unsur-unsurnya terdiri atas :  
a. Barang siapa;  
b. Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau/Niaga BBM yang 
disubsidi oleh pemerintah.  
Perbuatan yang dapat dihukum dalam pasal ini adalah setiap 
orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan 
dan/atau Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah serta tanpa izin 
usaha untuk melakukan pengangkutan BBM sehingga dapat 
menimbulkan kerugian bagi orang lain. 
b. Ketentuan Hukum yang mengatur peruntukkan pengguna 
untuk BBM solar yang disubsidi  
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 tentang 
harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu 
sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2006 
tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dalam Negeri pada 
lampirannya disebutkan konsumen pengguna adalah Rumah 
Tangga, Usaha Kecil/Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, 
Transportasi dan Pelayanan Umum. 
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G. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana. 
1. Pertimbangan yuridis  
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument 
atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum 
yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik 
sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih 
dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul 
dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, 
keterangan terdakwa, dan barang bukti. Lilik Mulyadi 
mengemukakan bahwa:  
” Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan 
terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang 
didakwakan oleh penuntut umum/dictum putusan hakim.”  
Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim 
dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:  
“Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. 
Pertimbangan yuridis adalah pertimbagngan hakim yang 
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai 
hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan 
jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan 
saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan 
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hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat 
dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, 
kondisi diri terdakwa , dan agama terdakwa.” 
Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, 
waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak 
pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana 
akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, 
barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa 
dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.  
Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah 
hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh 
penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan 
juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, 
yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian 
secara limitative ditetapkan pendiriannya.  
Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan 
hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat 
meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang 
memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana 
sebelumnya (Recidivis), karena jabatannya, dan menggunakan 
bendera kebangsaan. Hal-hal yang bersifat meringankan ialah 
terdakwa belum dewasa, perihal percobaan dan pembatuan 
kejahatan. 
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2.  Pertimbangan sosiologis  
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) yang 
menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai 
dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim 
merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di 
kalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah 
masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami 
perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.  
Berkaitan dengan hal ini terdapat kecenderungan untuk 
senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata 
hukum belaka, yang penuh dengan muatan normative, diikuti lagi 
dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan 
normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali 
dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (nomatif). 
faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh 
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara 
lain:  
a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat.  
b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai 
yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.  
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c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, 
peranan korban.  
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan.  
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.  
Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di 
Indonesia, Mr. M. H. Tirtaatmaja mengutarakan cara hakim dalam 
menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai 
hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang 
dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu 
hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka 
hakim harus memperhatikan:  
a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana 
yang berat atau ringan).  
b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu.  
c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana 
itu (yang memberatkan dan meringankan).  
d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang seorang penjahat yang 
telah berulang-ulang dihukum (recidivist) atau seorang penjahat 
untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih 
muda ataupun muda ataupun seorang yang telah berusia 
tinggi.  
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e. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.  
f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu  
Kepentingan umum hukum pidana diadakan untuk melindungi 
kepentingan umum, yang dalam keadaan-keadaan tertentu 
menuntut suatu penghukuman berat terhadap pelanggaran pidana. 
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BAB III  
METODE PENELITIAN   
A. Lokasi Penelitian  
 Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Takalar, tepatnya pada 
Pengadilan Negeri Takalar.  Pemilihan lokasi ini didasari alasan karena 
daerah tersebut merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi selatan 
dengan tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang cukup tinggi 
sehingga terjadi beberapa kasus penimbunan bahan bakar minyak. 
Pengumpulan data dan informasi ini di lakukan pula di beberapa 
tempat yaitu seperti perpustakaan yang tentunya menyediakan 
literature yang berhubungan dengan penelitian penulis. 
B.  Jenis Dan Sumber Data  
 Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh Penulis dari 2 
(dua) jenis data yaitu 
 1. Data Primer  
 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 
wawancara dengan hakim. 
 2. Data Sekunder  
 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yaitu 
penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu dimana dengan 
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membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan objek yang 
dimaksud sesuai dengan judul skripsi ini kemudian membandingkan 
antara satu dengan yang lain dan dari hasil perbandingan itulah ditarik 
kesimpulan sebagai bahan kajian.  
C.  Teknik Pengumpulan Data  
 Untuk mengadakan penelitian dalam rangka memperoleh data, 
maka diperlukan suatu metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan 
penelitian sehingga Penulis memiliki metode yang jelas mengenai 
mekanisme perolehan data atau jawaban yang diperlukan. Dengan 
demikian, untuk memperolah data yang sesuai dengan tujuan 
penelitian, maka Penulis menggunakan metode: 
a. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 
mencatat dokumen-dokumen ( arsip ) yang berkaitan dengan 
permasalahan yang akan di kaji  
b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 
tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan 
berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun interview ini 
dimaksudkan untuk pengumpulan data berbentuk wawancara 
berupa tanya jawab secara lisan (interview) antara peneliti dengan 
beberapa narasumber (informan) yang dikerjakan secara sistematis 
berdasarkan pada tujuan penelitian. Interview ini ditujukan pada 
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para pejabat yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan 
judul penelitian. 
 
D. Teknik Analisis Data  
 Setelah Penulis memperoleh data primer dan data sekunder 
seperti tersebut diatas, maka untuk menyelesaikan sebuah karya tulis 
(skripsi) yang terpadu dan sistematis, maka digunakan suatu sistem 
analisis data yaitu analisis kualitatif dan deskriptif, yaitu dengan cara 
menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai 
kejahatan penimbunan bahan bakar minyak di Kabupaten Takalar. 
Hasil wawancara dan studi kepustakaan tersebut kemudian diolah dan 
dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat 
deskriptif. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana terhadap Pidana Penyalahgunaan 
Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi 
( Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Tka) 
 
1. Posisi Kasus  
Berawal ketika pada tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa dihubungi 
oleh HERMANI yang meminta mengganti uang yang ada pada 
Terdakwa dengan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 
5.000 liter. Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana 
tersebut di atas Terdakwa menghubungi saksi RAFIUDDIN dari 
saksi HERMAN BASIR untuk menyediakan solar sejumlah 
5.000 liter namun saksi RAFIUDDIN hanya mampu 
menyangguoi solar sebanyak 3.000 liter, sedangkan saksi 
HERMAN BASIR hanya menyanggupi untuk menyediakan solar 
sebanyak 1.400 liter sehingga terdakwa menyuruh saksi 
HERMAN BASIR untuk langsung mengantar solar tersebut ke 
rumah saksi RAFIUDDIN karena truk tangki industry PT. Golden 
Energy No. Pol DD 9714 Xz milik terdakwa sudah berada di 
rumah saksi RAFIUDDIN. 
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Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HERMAN BASIR 
berangkat dari Makassar menuju ke rumah saksi RAFIUDDIN di 
Takalar dengan menggunakan mobil pick up No. Pol DD 8800 
GR dengan bak yang telah di modifikasi berisi 1.000 liter solar, 
sedangkan sisa solar sebanyak 400 liter milik saksi HERMAN 
BASIR diangkut oleh saksi SUHARDI AMIR dengan 
menggunakan mobil Xenia No. Pol DD 1666 GA. Pada saat 
sampai di rumah saksi RAFIUDDIN, solar milik saksi HERMAN 
BASIR langsung di pindahkan ke dalamtruk tangki industry milik 
terdakwa yang sebelumnya sudah terisi solar sebanyak 3.000 
liter dari saksi RAFIUDDIN.pada saat terdakwa dan teman-
temannya memindahkan isi solar tersebut, dating petugas dari 
Polres Takalar dan menemukan sejumlah bahan bakar minyak 
jenis solar bersubsidi didalam mobil tanki industry milik terdakwa 
tersebut yang tidak memili izin pengangkutan maupun izin 
Usaha Bahan Bakar Minyak dari pihak berwenang.   
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum 
sebagai berikut: 
Pertama  
 Bahwa terdakwa WAWAN INDRAWAN Bin H. SULFAN baik 
bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam 
ruang lingkup batas tanggung jawab masing-masing dengan 
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HERMAN BASIR Bin H. BASIR, SUHARDI AMIR Bin 
SAHARUDDIN AMIR, dan RAFIUDDIN Bin TALASSA Dg. 
RURUNG (diberkas dalam perkara terpisah) pada hari selasa 
tanggal 23 Juni 2015 sekitar jam 04:30 Wita atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di 
Jl. H. Dewakang Dg. Tiro Kel. Pattalassang Kec. Pattalassang 
Kab. Takalar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, mereka yang 
melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta 
melakukan perbuatan yang menyalahgunakan 
pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang 
disubsidi pemerintah, yang di lakukan terdakwa dengan cara 
dan perbuatan antara lain sebagai berikut: 
Berawal ketika pada tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa 
dihubungi oleh HERMANI yang meminta mengganti uang 
yang ada pada Terdakwa dengan bahan bakar minyak jenis 
solar sebanyak 5.000 liter. Kemudian pada waktu dan tempat 
sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menghubungi saksi 
RAFIUDDIN dari saksi HERMAN BASIR untuk menyediakan 
solar sejumlah 5.000 liter namun saksi RAFIUDDIN hanya 
mampu menyangguoi solar sebanyak 3.000 liter, sedangkan 
saksi HERMAN BASIR hanya menyanggupi untuk 
menyediakan solar sebanyak 1.400 liter sehingga terdakwa 
menyuruh saksi HERMAN BASIR untuk langsung mengantar 
solar tersebut ke rumah saksi RAFIUDDIN karena truk tangki 
industry PT. Golden Energy No. Pol DD 9714 Xz milik 
terdakwa sudah berada di rumah saksi RAFIUDDIN. 
Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HERMAN 
BASIR berangkat dari Makassar menuju ke rumah saksi 
RAFIUDDIN di Takalar dengan menggunakan mobil pick up 
No. Pol DD 8800 GR dengan bak yang telah di modifikasi 
berisi 1.000 liter solar, sedangkan sisa solar sebanyak 400 
liter milik saksi HERMAN BASIR diangkut oleh saksi 
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SUHARDI AMIR dengan menggunakan mobil Xenia No. Pol 
DD 1666 GA. Pada saat sampai di rumah saksi RAFIUDDIN, 
solar milik saksi HERMAN BASIR langsung di pindahkan ke 
dalamtruk tangki industry milik terdakwa yang sebelumnya 
sudah terisi solar sebanyak 3.000 liter dari saksi 
RAFIUDDIN.pada saat terdakwa dan teman-temannya 
memindahkan isi solar tersebut, dating petugas dari Polres 
Takalar dan menemukan sejumlah bahan bakar minyak jenis 
solar bersubsidi didalam mobil tanki industry milik terdakwa 
tersebut yang tidak memili izin pengangkutan maupun izin 
Usaha Bahan Bakar Minyak dari pihak berwenang.  
 
Akhirnya perbuatan terdakwa bersama saksi HERMAN BASIR 
Bin H. BASIR, SAHARUDDIN AMIR, dan RAFIUDDIN Bin 
TALASSA Dg. RURUNG (diberkas dalam perkara terpisah) 
yang telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga 
Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut 
bersama barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk diproses 
lebih lanjut. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 55 Undang-Undang R.I Nomor : 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi. Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;  
ATAU 
Kedua  
Bahwa terdakwa WAWAN INDRAWAN Bin H. SULFAN baik 
bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam 
ruang lingkup batas tanggung jawab masing-masing dengan 
HERMAN BASIR Bin H. BASIR, SUHARDI AMIR Bin 
SAHARUDDIN AMIR, dan RAFIUDDIN Bin TALASSA Dg. 
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RURUNG (diberkas dalam perkara terpisah) pada hari selasa 
tanggal 23 Juni 2015 sekitar jam 04:30 Wita atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di 
Jl. H. Dewakang Dg. Tiro Kel. Pattalassang Kec. Pattalassang 
Kab. Takalar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, mereka yang 
melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta 
melakukan perbuatan yang menyalahgunakan sebagaimana 
dimaksud Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan, yang di 
lakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain 
sebagai berikut: 
Berawal ketika pada tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa 
dihubungi oleh HERMANI yang meminta mengganti uang 
yang ada pada Terdakwa dengan bahan bakar minyak jenis 
solar sebanyak 5.000 liter. Kemudian pada waktu dan tempat 
sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menghubungi saksi 
RAFIUDDIN dari saksi HERMAN BASIR untuk menyediakan 
solar sejumlah 5.000 liter namun saksi RAFIUDDIN hanya 
mampu menyangguoi solar sebanyak 3.000 liter, sedangkan 
saksi HERMAN BASIR hanya menyanggupi untuk 
menyediakan solar sebanyak 1.400 liter sehingga terdakwa 
menyuruh saksi HERMAN BASIR untuk langsung mengantar 
solar tersebut ke rumah saksi RAFIUDDIN karena truk tangki 
industry PT. Golden Energy No. Pol DD 9714 Xz milik 
terdakwa sudah berada di rumah saksi RAFIUDDIN. 
Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HERMAN 
BASIR berangkat dari Makassar menuju ke rumah saksi 
RAFIUDDIN di Takalar dengan menggunakan mobil pick up 
No. Pol DD 8800 GR dengan bak yang telah di modifikasi 
berisi 1.000 liter solar, sedangkan sisa solar sebanyak 400 
liter milik saksi HERMAN BASIR diangkut oleh saksi 
SUHARDI AMIR dengan menggunakan mobil Xenia No. Pol 
DD 1666 GA. Pada saat sampai di rumah saksi RAFIUDDIN, 
solar milik saksi HERMAN BASIR langsung di pindahkan ke 
dalamtruk tangki industry milik terdakwa yang sebelumnya 
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sudah terisi solar sebanyak 3.000 liter dari saksi 
RAFIUDDIN.pada saat terdakwa dan teman-temannya 
memindahkan isi solar tersebut, datang petugas dari Polres 
Takalar dan menemukan sejumlah bahan bakar minyak jenis 
solar bersubsidi didalam mobil tanki industry milik terdakwa 
tersebut yang tidak memili izin pengangkutan maupun izin 
Usaha Bahan Bakar Minyak dari pihak berwenang.  
 
Akhirnya perbuatan terdakwa bersama saksi HERMAN BASIR 
Bin H. BASIR, SAHARUDDIN AMIR, dan RAFIUDDIN Bin 
TALASSA Dg. RURUNG (diberkas dalam perkara terpisah) 
yang telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga 
Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut 
bersama barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk diproses 
lebih lanjut. 
Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
dengan pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 ayat (2b) 
Undang-Undang R.I Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 
Gas Bumi. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
ATAU 
Ketiga  
Bahwa terdakwa WAWAN INDRAWAN Bin H. SULFAN baik 
bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam 
ruang lingkup batas tanggung jawab masing-masing dengan 
HERMAN BASIR Bin H. BASIR, SUHARDI AMIR Bin 
SAHARUDDIN AMIR, dan RAFIUDDIN Bin TALASSA Dg. 
RURUNG (diberkas dalam perkara terpisah) pada hari selasa 
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tanggal 23 Juni 2015 sekitar jam 04:30 Wita atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di 
Jl. H. Dewakang Dg. Tiro Kel. Pattalassang Kec. Pattalassang 
Kab. Takalar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, mereka yang 
melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta 
melakukan perbuatan melakukan penyimpanan 
sebagaimana dimaksud Pasal 23 tanpa izin usaha 
penyimpanan, yang di lakukan terdakwa dengan cara dan 
perbuatan antara lain sebagai berikut: 
Berawal ketika pada tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa 
dihubungi oleh HERMANI yang meminta mengganti uang 
yang ada pada Terdakwa dengan bahan bakar minyak jenis 
solar sebanyak 5.000 liter. Kemudian pada waktu dan tempat 
sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menghubungi saksi 
RAFIUDDIN dari saksi HERMAN BASIR untuk menyediakan 
solar sejumlah 5.000 liter namun saksi RAFIUDDIN hanya 
mampu menyangguoi solar sebanyak 3.000 liter, sedangkan 
saksi HERMAN BASIR hanya menyanggupi untuk 
menyediakan solar sebanyak 1.400 liter sehingga terdakwa 
menyuruh saksi HERMAN BASIR untuk langsung mengantar 
solar tersebut ke rumah saksi RAFIUDDIN karena truk tangki 
industry PT. Golden Energy No. Pol DD 9714 Xz milik 
terdakwa sudah berada di rumah saksi RAFIUDDIN. 
Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HERMAN 
BASIR berangkat dari Makassar menuju ke rumah saksi 
RAFIUDDIN di Takalar dengan menggunakan mobil pick up 
No. Pol DD 8800 GR dengan bak yang telah di modifikasi 
berisi 1.000 liter solar, sedangkan sisa solar sebanyak 400 
liter milik saksi HERMAN BASIR diangkut oleh saksi 
SUHARDI AMIR dengan menggunakan mobil Xenia No. Pol 
DD 1666 GA. Pada saat sampai di rumah saksi RAFIUDDIN, 
solar milik saksi HERMAN BASIR langsung di pindahkan ke 
dalamtruk tangki industry milik terdakwa yang sebelumnya 
sudah terisi solar sebanyak 3.000 liter dari saksi 
RAFIUDDIN.pada saat terdakwa dan teman-temannya 
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memindahkan isi solar tersebut, dating petugas dari Polres 
Takalar dan menemukan sejumlah bahan bakar minyak jenis 
solar bersubsidi didalam mobil tanki industry milik terdakwa 
tersebut yang tidak memili izin pengangkutan maupun izin 
Usaha Bahan Bakar Minyak dari pihak berwenang.  
 
Akhirnya perbuatan terdakwa bersama saksi HERMAN BASIR 
Bin H. BASIR, SAHARUDDIN AMIR, dan RAFIUDDIN Bin 
TALASSA Dg. RURUNG (diberkas dalam perkara terpisah) 
yang telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga 
Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut 
bersama barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk diproses 
lebih lanjut. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan 
pidana dalam Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 ayat (2c) Undang-
Undang R.I Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 
ATAU 
  
Keempat  
Bahwa terdakwa WAWAN INDRAWAN Bin H. SULFAN baik 
bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam 
ruang lingkup batas tanggung jawab masing-masing dengan 
HERMAN BASIR Bin H. BASIR, SUHARDI AMIR Bin 
SAHARUDDIN AMIR, dan RAFIUDDIN Bin TALASSA Dg. 
RURUNG (diberkas dalam perkara terpisah) pada hari selasa 
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tanggal 23 Juni 2015 sekitar jam 04:30 Wita atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di 
Jl. H. Dewakang Dg. Tiro Kel. Pattalassang Kec. Pattalassang 
Kab. Takalar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, mereka yang 
melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta 
melakukan perbuatan melakukan niaga sebagaimana 
dimaksud Pasal 23 tanpa izin usaha niaga, yang di lakukan 
terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai 
berikut: 
Berawal ketika pada tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa 
dihubungi oleh HERMANI yang meminta mengganti uang 
yang ada pada Terdakwa dengan bahan bakar minyak jenis 
solar sebanyak 5.000 liter. Kemudian pada waktu dan tempat 
sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menghubungi saksi 
RAFIUDDIN dari saksi HERMAN BASIR untuk menyediakan 
solar sejumlah 5.000 liter namun saksi RAFIUDDIN hanya 
mampu menyangguoi solar sebanyak 3.000 liter, sedangkan 
saksi HERMAN BASIR hanya menyanggupi untuk 
menyediakan solar sebanyak 1.400 liter sehingga terdakwa 
menyuruh saksi HERMAN BASIR untuk langsung mengantar 
solar tersebut ke rumah saksi RAFIUDDIN karena truk tangki 
industry PT. Golden Energy No. Pol DD 9714 Xz milik 
terdakwa sudah berada di rumah saksi RAFIUDDIN. 
Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HERMAN 
BASIR berangkat dari Makassar menuju ke rumah saksi 
RAFIUDDIN di Takalar dengan menggunakan mobil pick up 
No. Pol DD 8800 GR dengan bak yang telah di modifikasi 
berisi 1.000 liter solar, sedangkan sisa solar sebanyak 400 
liter milik saksi HERMAN BASIR diangkut oleh saksi 
SUHARDI AMIR dengan menggunakan mobil Xenia No. Pol 
DD 1666 GA. Pada saat sampai di rumah saksi RAFIUDDIN, 
solar milik saksi HERMAN BASIR langsung di pindahkan ke 
dalamtruk tangki industry milik terdakwa yang sebelumnya 
sudah terisi solar sebanyak 3.000 liter dari saksi 
RAFIUDDIN.pada saat terdakwa dan teman-temannya 
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memindahkan isi solar tersebut, dating petugas dari Polres 
Takalar dan menemukan sejumlah bahan bakar minyak jenis 
solar bersubsidi didalam mobil tanki industry milik terdakwa 
tersebut yang tidak memili izin pengangkutan maupun izin 
Usaha Bahan Bakar Minyak dari pihak berwenang.  
 
Akhirnya perbuatan terdakwa bersama saksi HERMAN BASIR 
Bin H. BASIR, SAHARUDDIN AMIR, dan RAFIUDDIN Bin 
TALASSA Dg. RURUNG (diberkas dalam perkara terpisah) 
yang telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga 
Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut 
bersama barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk diproses 
lebih lanjut. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan 
pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 ayat (2d) Undang-
Undang R.I Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada 
pokoknya sebagai berikut: 
1. Menyatakan mereka Terdakwa WAWAN INDRAWAN bin H. 
SULFAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “ Melakukan Niaga Bahan Bakar 
Minyak Jenis Solar Tanpa Izin Usaha Niaga” sebagaimana 
dalam Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2d) Undang-
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undang R.I Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas 
Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan 
keempat kami; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAWAN INRAWAN 
bin H. SULFAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) 
bulan serta denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 
2 (dua) bulan kurungan dikurangi masa selama terdakwa 
berada  dalam tahanan sementara dengan perintah 
terdakwa tetap ditahan Rutan; 
3. Menyatakan barang bukti: 
- 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Dyna Toyota 
bertuliskan PT. Golden Energi No. Pol DD 9714 XZ, 
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck Toyota Dyna DD 9714 
XZ atas nama Wiwi Suriaty Windy 
- Dikembalikan kepada terdakwa 
4. Menetapkan supaya terdakwa WAWAN INDRAWAN bin H. 
SULFAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- 
(dua ribu rupiah); 
    
4. Amar Putusan 
MENGADILI 
1. Menyatakan Terdakwa WAWAN INDRAWAN bin H. 
SULFAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan 
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meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta 
berniaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha niaga”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WAWAN INRAWAN 
bin H. SULFAN oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama dan denda sejumlah 3(tiga) Bulan dan 7 (tujuh) hari, 
dan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 
dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Dyna Toyota 
bertuliskan PT. Golden Energi No. Pol DD 9714 XZ,  
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck Toyota Dyna DD 9714 
XZ atas nama Wiwi Suriaty Windy 
Dikembalikan kepada Terdakwa  
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara 
sejumlah Rp. 2000 (dua ribu rupiah) 
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5. Analisis Penulis 
Surat dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan 
perkara dalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan 
adalah surat yang berisi tuntutan Penuntut Umum terhadap 
suatu tindak pidana. Pada hakikatnya seorang Jaksa Penuntut 
Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang 
membuat pelaku/terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat lolos 
dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak 
boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat 
dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman 
karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah 
melakukan tindak pidana seperti apa disebutkan atau yang 
dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan.    
Dalam hal ini jaksa membuat dakwaan dalam bentuk 
alternatif yaitu pada dakwaan pertama yaitu menjatuhkan Pasal 
55 Undang-Undang R.I Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak 
dan Gas Bumi. Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP; kemudian kedua 
Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 ayat (2b) Undang-Undang R.I 
Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ketiga Pasal 53 huruf c Jo Pasal 
23 ayat (2c) Undang-Undang R.I Nomor: 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP; dan keempat Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 ayat (2d) 
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Undang-Undang R.I Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 
Gas Bumi. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; sehingga majelis 
hakim memilih langsung berdasarkan fakta-fakta hukum dari 
dakwaan alternatif yang ke empat yaitu tanpa adanya izin usaha 
niaga. 
Adapun unsur-unsur dari pasal 52 huruf d Jo Pasal 23 ayat (2d) 
Undang-Undang R.I Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 
Gas Bumi. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; sebagai berikut 
1.  Setiap orang 
unsur setiap orang mengandung pengertian adanya 
orang yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana 
dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut 
secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung 
jawab. Dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut 
Umum telah mengajukan WAWAN INDRAWAN bin H. SULFAN 
selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa 
tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi 
maupun keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan telah 
membenarkan identitas, sehingga tidak terjadi Error In Persona. 
Karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa 
dalam persidangan terdakwa mampu menjawab setiap 
pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga terdakwa 
dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas 
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pertanyaan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini 
setiap orang ini telah terpenuhi. 
2.  Melakukan izin niaga tanpa izin usaha niaga  
Hal yang dimaksudkan dengan unsur Melakukan Usaha 
Niaga Tanpa Ijin Usaha Niaga, sebagaimana ketentuan umum 
Pasal 1 angka 14 Undang-undang No. Tahun 2001 Tentang 
Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah 
kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor, Minyak Bumi 
dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi memalui 
pipa. Bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari 
dua jenis yaitu kegiatan usaha hulu ( Eksplorasi dan 
Eksploitasi ) dan kegiatan-kegiatan Usaha Hilir yang 
mencakup: pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan 
Niaga sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-undang No. 22 
Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. 
Dari fakta yang terlihat dipersidangan bahwa ternyata 
terdakwa benar memesan bahan bakar minyak jenis solar dari 
saudari Rafiuddin sebanyak 3.000 liter dan Herman Basir  
2.000 liter namun lelaki tersebut hanya mampu menyediakan 
1.400 liter Bahan Bakar Minyak jenis solar. yang dilakukan 
oleh terdakwa Wawan Indrawan dapat dikategorikan dalam 
kegiatan usaha hilir BBM jenis solar dan harus dilengkapi 
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dokumen izin usaha. Wawan Indrawan  melakukan kegiatan 
usaha (berniaga) yang telah berlangsung lama sejak 3 (tiga) 
bulan dengan menggunakan ijin usaha solar dengan berniaga 
BBM jenis solar tanpa ada ijin usaha dan (berniaga) dengan 
menjual BBM tersebut dan memperoleh keuntungan 
perseorangan. Dengan melakukan niaga bahan bakar minyak 
tanpa ijin dengan demikian menandai bahwa terdakwa selama 
menjalankan niaganya tidak mempunyai ijin.  
3. Di lakukan secara bersama-sama 
Pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan ruang 
lingkup ajaran “deelneming”. Bahwa bertitik tolak dari 
ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang 
diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang 
melakukan suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang 
menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana 
(doenplegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) 
melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka 
yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang 
lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking).     
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah 
ternyata terdakwa An sich memiliki peran yang sama, 
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terdakwa lain (suhardi Amir, Rafiuddin, dan Herman Basir) 
dalam perkara terpisah dimana terdakwa sebagaimana 
keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa dan berkesimpulan 
bahwa terdakwa dalam hal ini semuanya telah melakukan 
perbuatan pelaksaan jadi melakukan anasir atau elemen dari 
peristiwa pidana itu, sehingga termasuk dalam pengertiN 
“Orang yang turut melakukan (medepleger)” sehinggan 
dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi; 
B. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan 
Nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.Tka 
1. Pertimbangan Hakim 
Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut 
Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, yaitu 
Kesatu Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang 
Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau 
Kedua Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-
undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau KETIGA Pasal 53 huruf d Jo. 
Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 22 Tahun 2001 
Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP, atau KEEMPAT Pasal 53 hurup d Jo. Pasal 23 ayat (2) 
huruf d Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak 
dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehinggan 
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Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum 
tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif 
KEEMPAT pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d 
Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas 
Bumi  Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsure-unsurnya 
adalah sebagai berikut: 
1. Setiap Orang 
2. Melakukan Usaha Niaga Tanpa Ijin Usaha Niaga; 
3. Di lakukan secara bersama-sama 
Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut Majelis Hakim 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
1. Setiap Orang 
Menimbang,   bahwa unsur setiap orang mengandung 
pengertian adanya orang yang merupakan subyek hukum 
pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang 
dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani 
mampu untuk bertanggung jawab. 
Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak 
Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan WAWAN 
INDRAWAN bin H. SULFAN selaku terdakwa mengingat 
peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana 
berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan 
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terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan 
identitas, sehingga tidak terjadi Error In Persona.   
Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di 
persidangan terbukti bahwa dalam persidangan terdakwa 
mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan 
kepadanya, sehingga terdakwa dipandang mampu untuk 
mempertanggung jawabkan atas pertanyaan, dengan 
demikian menurut Majelis Hakim unsur ini setiap orang ini 
telah terpenuhi. 
2. Melakukan Usaha Niaga Tanpa Ijin Usaha Niaga 
Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur 
Melakukan Usaha Niaga Tanpa Ijin Usaha Niaga, 
sebagaimana ketentuan umum Pasal 1 angka 14 Undang-
undang No. Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi 
yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, 
penjualan ekspor, impor, Minyak Bumi dan/atau hasil 
olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi memalui pipa; 
Menimbang, bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi 
terdiri dari dua jenis yaitu kegiatan usaha hulu ( Eksplorasi 
dan Eksploitasi ) dan kegiatan-kegiatan Usaha Hilir yang 
mencakup: pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan 
Niaga sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-undang No. 22 
Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. 
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Menimbang, bahwa niaga merupakan salah satu termasuk 
kegiatan usaha hilir dimana dalam melakukan usaha 
tersebut memerlukan ijin Usaha Niaga sebagaimana dalam 
Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-undang No. 22 Tahun 
2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. 
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang ada bahwa BBM 
jenis solar dapat dilakukan pengangkutan, penyimpanan, 
dan perniagaan apabila memiliki dokumen izin usaha dari 
pemerintah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 13 
ayat (1) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir 
Minyak dan Gas Bumi yang diubah dengan PP No. 30 
Tahun 2009, dimana dalam Pasal 12 huruf b,c dan d bahwa 
kegiatan usaha hilir meliputi: 
a. Kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi pemindahan 
minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan 
bakar gas, dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air, 
dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui 
pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan 
komersial. 
b. Kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan 
penerimaan, pengumpulan, penampungan dan 
pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan 
bakar gas, dan/atau hasil olahan pada likasi di atas 
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dan/atau di bawa permukaan tanah dan/atau permukaan 
air untuk tujuan komersial. 
c. Kegiatan usah niaga yang meliputi kegiatan pembelian, 
penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar 
minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan 
termasuk gas bumi melalui pipa. 
Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 15 
ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 bahwa persyaratan dan 
pedoman pelaksanaan izin usaha yang harus dipenuhi 
adalah: 
a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang 
telah mendapat pengesahan instansi yang 
berwenang. 
b. Profil perusahaan (company profile). 
c. Nomor pokok wajib pajak (NPWP). 
d. Surat tanda daftar perusahaan (TDP). 
e. Surat keterangan domisili perusahaan. 
f. Surat informasi sumber pendanaan. 
g. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi 
aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta 
serta pengelolaan lingkungan. 
h. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi 
kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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i. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai 
lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan 
sarana; 
Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, 
bahwa yang dapat mengajukan izin usaha 
melaksanakan pengangkutan, penyimpanan, dan 
perniagaan BBM jenis solar adalah: 
a. Badan usaha yang berbentuk, 
b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 
c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 
d. Koperasi, 
e. Badan Usaha Swasta. 
Menimbang, bahwa yang berwenang menerbitkan 
izin usaha pengangkutan, penyimpanan, dan 
perniagaan BBM jenis solar adalah Menteri yang 
membidangi minyak dan gas bumi sesuai 
kewenangannya kecuali ditentukan lain menurut 
aturan yang berlaku; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para 
saksi, dan keterangan terdakwa sendiri maupun 
dikaitkan pula barang-barang bukti, dan dengan 
memperhatikan pengertian dari unsur melakukan 
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niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha, maka 
Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: 
- Bahwa benar kejadiannya terdakwa memesan 
BBM jenis solar kepada lelaki Rafiuddin dan 
lelaki Herman Basir karena pada hari sabtu 
tanggal 19 Juni 2015 lelaki HERMAN, 
Terdakwa telah menghubungi saksi Rafiuddin 
via telpon dan membutuhkan BBM jenis solar 
sebanyak 5.000 (lima ribu) liter, namun saksi 
Rafiddin hanya bisa menyiapkan BBM jenis 
solar sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter sehingga 
terdakwa menyuruh sopir terdakwa yaitu lelaki 
Lukman untuk membawa mobil tangki milik 
terdakwa tersebut ke rumah Rafiuddin di 
Takalar; 
- Bahwa benar selanjutnya setelah mengetahui 
kalau lelaki Rafiuddin hanya mampu 
menyiapkan BBM jenis solar sebanyak 3.000 
(tiga ribu) liter kemudian terdakwa 
menghubungi lelaki Herman Basir dan 
memesan BBM jenis solar sebanyak 2.000 (dua 
ribu) liter dan lelaki Herman akan 
mengusahakan, kemudian lelaki Herman Basir 
menyampaikan bahwa ia hanya memperoleh 
BBM jenis solar tersebut diantar langsung ke 
rumah lelaki Rafiuddin di Kabupaten Takalar 
karena mobil tangki milik terdakwa sudah 
dibawa ke rumah lelaki Rafiuddin tersebut; 
- Bahwa benar terdakwa setelah menghubungi 
lelaki Rafiuddin pada hari Senin tanggal 22 Juni 
2015 sore mengirim mobil tangki industri PT. 
Golden Energy milik terdakwa untuk diisi BBM 
jenis solar pada sore hari oleh saksi Rafiuddin; 
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa 
tanggal 23 Juni 2015 sekitar pukul 04.30 Wita 
di Jalan Dewakang Dg. Tiro Kelurahan 
Pattallassang Kecamatan Pattallassang 
Kabupaten Takalar, tepatnya di halaman rumah 
lelaki Rafiuddin; 
- Bahwa sebelum di isi/ditumpah ke dalam mobil 
tangki milik terdakwa, BBM jenis solar milik 
lelaki Herman Basir sebanyak 1.000 (seribu) 
liter disimpan dalam bak penampungan yang 
sudah dimodifikasi dan diangkut dengan 
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menggunakan mobil pick up Daihatsu Gran 
Max warna hitam DD 8800 GR dan 400 (empat 
ratus) liter disimpan dalam jerigen sebanyak 8 
(delapan) buah dan 1 (satu) buah drum plastic 
yang diangkut dengan menggunakan mobil 
Daihatsu Xenia warna putih DD 1666 GA, 
sedangkan BBM jenis solar milik lelaki 
Rafiuddin sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter 
menurut keterangan lelaki Rafiuddin sendiri 
bahwa BBM jenis solar miliknya dingkut dengan 
menggunakan mobil pick up warn hitam; 
- Bahwa benar pada saat terdakwa tiba di rumah 
lelaki Rafiuddin BBM jenis solar, mobil tangki 
industri PT. Golden Energy milik terdakwa 
sudah terisi solar, tetapi kalau BBM jenis solar 
milik lelaki Herman Basir disi/ditumpah kedalam 
mobil tangki industri PT. Golden Energy milik 
terdakwa tersebut oleh lelaki Suhardi dan lelaki 
Sehuddin yang man keduanya adalah sopir dan 
kondektur mobil dari lelaki Herman Basir; 
- Bahwa benar BBM jenis solar milik lelaki 
Rafiuddin terdakwa tidak tahu bagaimana 
prosesnya menumpahannya ke dalam mobil 
tangki industry PT. Golden Energy milik 
terdakwa tersebut, tetapi kalau BBM jenis solar 
milik lelaki Herman Basir diisi/ditumpah ke 
dalam mobil tangki industry PT. Golden Energy 
milik terdakwa tersebut dengan menggunakan 
2 (dua) buah mesi dynamo air; 
- Bahwa benar terdakwa memperoleh BBM dari 
lelaki Rafiuddin BBM jenis solar tersebut yang 
didapat dengan cara membelinya di SPBU 
Panaikang Kabupaten Takalar dengan harga 
Rp. 6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah) 
per liter sedangkan BBM jenis solar milik lelaki 
Herman Basir ia peroleh dengan cara membeli 
dari sisa pemakaian kapal yang sandar di 
Pelabuhan Paotere atau Pelabuhan Soekarno 
Hatta Makassar dengan harga bervariasi, 
kadang terdakwa membeli dengan harga Rp. 
4.000,- (empat ribu rupiah) per liter dan kadang 
dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per 
liter namun dijual harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu 
lima ratus rupiah) perliter ke terdakwa WAWAN; 
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak 1.400 (seribu 
empat ratus) milik lelaki Herman Basir tersebut 
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sebanyak 1.000 (seribu) liter diangkut dengan 
menggunakan mobil pick up Daihatsu Grand 
Max warna hitam DD 8800 GR milik lelaki 
Herman Basir yang dikemudikan oleh lelaki 
Herman Basir sendiri dan sebanyak 400 (empat 
ratus ) liter diangkut menggunakan mobil rental 
merk Daihatsu Xenia warna putih DD 1666 GA 
yang disewa oleh lelaki Herman Basir yang 
dikemudikan oleh lelaki Suhardi ke rumah lelaki 
Rafiuddin di Kabupaten Takalar; 
- Bahwa lelaki Rafiuddin dan lelaki Herman Basir 
menjual BBM jenis solar miliknya tersebut 
dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus 
rupiah) per liter dengan pembayaran tunai; 
- Bahwa terdakwa sendiri yang langsung 
melakukan pembayaran kepada lelaki 
Rafiuddin dan lelaki Herman Basir terhadap 
BBM jenis solar yang dijualnya tersebut; 
- Bahwa seingat terdakwa, terdakwa sudah 8 
(delapan) kali memesan BBM jenis solar 
kepada lelaki Herman Basir dan 
pengisian/penumpahannya semuannya 
dilakukan di Makassar sedangkan kepada lelaki 
Rafiuddin baru 2 (dua) kali terdakwa memesan 
dan keduanya diisi/ditumpah di rumah lelaki 
Rafiuddin di Kabupaten Takalar; 
- Bahwa setiap kali terdakwa memesan BBM 
jenis solar kepada lelaki Rafiuddin dan lelaki 
Herman Basir selalu mempergunakan mobil 
tangki industri PT. Golden Energy milik 
terdakwa tersebut; 
- Bahwa BBM jenis solar yang terdakwa beli dari 
lelaki Rafiuddin dan lelaki Herman Basir yang 
telah diisi/ditumpah ke dalam mobil tangki 
industry PR. Golden Energy milik terdakwa 
tersebut rencananya akan dipergunakan untuk 
apa karena pada waktu itu lelaki Harmani 
belum memberitahu terdakwa; 
- Bahwa baru kali itu terdakwa memesan kepada 
lelaki Herman memesan BBM jenis solar untuk 
diangkut ke Kabupaten Bulukumba; 
- Bahwa terdakwa kenal dengan lelaki Herman 
Basir sekitar bulan Oktober 2014 namun tidak 
hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan 
hanya saja terdakwa pernah meminjam uang 
kepada lelaki Herman Basir untuk terdakwa 
72 
 
pergunakan sebagai modal usaha jasa 
transportasi; 
- Bahwa baru sekitar 3 (tiga) bulan terdakwa 
melakukan kegiatan usaha jasa transportasi 
pengangkutan BBM jenis solar menggunakan 
mobil tangki industri PT. Golden Energy milik 
terdakwa; 
- Bahwa terdakwa telah mempergunakan PT. 
Golden Energy dalam kegiatan usaha jasa 
transportasi pengangkutan BBM jenis solar 
tanpa dilengkapi izin usaha  pengangkutan dan 
atau niaga BBM jenis solar; 
- Bahwa PT. Golden Energy yang telah terdakwa 
pergunakan dalam kegiatan usaha jasa 
transportasi pengangkutan BBM jenis solar 
tersebut tidak mempunyai kantor dan karyawan 
serta dokumen karena baru terdakwa 
rencanakan untuk mengurusnya; 
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui kalau 
melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan 
atau niaga BBM jenis solar tanpa memiliki izin 
usaha telah dilarang dan melanggar hukum; 
- Bahwa terdakwa melakukan usaha tersebut 
dengan maksud untuk memperoleh 
keuntungan; 
- Bahwa keuntungan yang akan terdakwa 
peroleh atas kegiatan usaha pengangkutan 
BBM jenis solar ke Kabupaten Bulukumba 
tersebut hanya keuntungan sewa angkutan saja 
yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satujuta lima 
ratus ribu rupiah)   
 Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa Wawan Indrawan 
dapat dikategorikan dalam kegiatan usaha hilir BBM jenis 
solar dan harus dilengkapi dokumen izin usaha; 
Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha 
(berniaga) yang telah berlangsung lama sejak 3 (tiga) bulan 
dengan menggunakan ijin usaha solar dengan berniaga 
BBM jenis solar tanpa ada ijin usaha dan (berniaga) dengan 
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menjual BBM tersebut dan memperoleh keuntungan 
perseorangan; 
Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan melakukan 
niaga bahan bakar minyak tanpa ijin dengan demikian 
menandai bahwa terdakwa selama menjalankan niaganya 
tidak mempunyai ijin sebagaimana salah satu syarat 
melakukan usaha minyak bumi dalam Pasal 23 Undang-
Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
yaitu : ijin usaha niaga; 
Menimbang, bahwa dengan demikian dikarenakan terdakwa 
dalam melakukan usaha (berniaga) menjual BBM jenis solar 
tanpa ijin usaha, sehingga dengan demikian majelis Hakim 
beranggapan terdakwa telah terbukti melakukan usaha 
berniaga tanpa ijin usaha niaga dan atas uraian tersebut 
Majelis Hakim menyatakan bahwa uraian penerapan 
melakukan usaha berniaga tanpa ijin usaha niaga terhadap 
terdakwa terbukti kebenarannya menurut hukum; 
 
3. Di lakukan secara bersama-sama 
Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana 
merupakan ruang lingkup ajaran “deelneming”. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan telah ternyata terdakwa An sich memiliki 
peran yang sama, terdakwa lain (suhardi Amir, Rafiuddin, 
dan Herman Basir) dalam perkara terpisah dimana terdakwa 
sebagaimana keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa; 
Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim 
berkesimpulan bahwa terdakwa dalam hal ini semuanya 
telah melakukan perbuatan pelaksaan jadi melakukan anasir 
atau elemen dari peristiwa pidana itu, sehingga termasuk 
dalam pengertiN “Orang yang turut melakukan 
(medepleger)” sehinggan dengan demikian unsur dalam 
pasal ini telah terpenuhi; 
 
Keadaan yang memberatkan: 
- Perbuatan terdakwa merugikan perekonomian 
masyarakat; 
Keadaan yang meringankan: 
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga 
- Terdakwa belum pernah dihukum 
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak 
mempersulit jalannya persidangan. 
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang 
memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan 
75 
 
mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa 
selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, 
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan 
dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan 
perbuatannya; 
Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (4) 
KUHAP, oleh karena selama ini terdakwa telah ditahan dan 
penahanan tersebut didasari perintah yang sah, serta pidana 
yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan 
penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka perlu ditetapkan 
agar terdakwa tetap ditahan, atas masa penangkapan dan 
penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini 
akan ditetapkan dalam amar putusan ini; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah 
melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka 
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 KUHAP, terdakwa 
sudah seyogyanya pula untuk dibebani membayar biaya 
perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;  
Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 53 huruf 
d Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 
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19981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan 
lain yang bersangkutan dalam perkara ini; 
 MENGADILI 
1. Menyatakan Terdakwa WAWAN INDRAWAN bin H. 
SULFAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta 
berniaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha niaga”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WAWAN INRAWAN 
bin H. SULFAN oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama dan denda sejumlah 3(tiga) Bulan dan 7 (tujuh) hari, 
dan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 
dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Dyna Toyota 
bertuliskan PT. Golden Energi No. Pol DD 9714 XZ,  
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck Toyota Dyna DD 9714 
XZ atas nama Wiwi Suriaty Windy 
Dikembalikan kepada Terdakwa  
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6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara 
sejumlah Rp. 2000 (dua ribu rupiah) 
2. Komentar Penulis 
Putusan hakim merupakan pernyataan Hakim sebagai pejabat 
negara yang diberi wewenang untuk itu berupa putusan penjatuhan 
pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan 
meyakinkan. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan 
sanksi pidana, Hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis terdiri 
yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa , 
keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal perbuatan 
hukum pidana. Adapula pertimbangan non yuridis yang terdiri dari 
latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi 
terdakwa pada saat melakukan perbuatan. 
     Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim dalam 
menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. 
Dikarenakan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa 
haruslah didasari dengan rasa tanggung jawab, keadilan, 
kebijaksanaan dan profesionalisme dari seorang Hakim. 
Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap pelaku dalam perkara ini telah benar di dasarkan pada 
pertimbangan yuridis yaitu melihat dari alat bukti yang sah menurut 
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Undang-Undang telah di atur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP 
sebagai berikut: 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk; 
e. Keterangan terdakwa; 
Dari alat bukti yah sah dihubungkan dengan alat bukti yang ada 
dalam kasus ini menurut penulis telah terpenuhi yaitu adanya 
keterangan dari saksi-saksi yaitu saksi MUSTARI bin SEHE, saksi 
ABD MALIK bin LARIAGAU, saksi SUHARDI AMIR bin 
SAHARUDDIN AMIR, saksi HERMAN BASIR bin H. BASIR, dan 
saksi RAFIUDDIN bin TALLASA DG. RURUNG. Sedangkan saksi 
ahli diberikan oleh Ir. MULYONO iya selaku Inspektur Migas Muda 
adalah melakukan pengawasan kelengkapan dokumen terhadap 
kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi. Surat yang terdiri 
dari 1 (satu) lembar STNK mobil truck Toyota Dyna DD 9714 XY 
atas nama WIwi Suriaty Wndy, Serta keterangan dari terdakwa 
yang dirasa cukup melengkapi alat bukti yang diperlukan. 
Sedangkan barang bukti dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP  
disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu: 
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a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh 
atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau 
sebagai hasil dari tindak pidana; 
b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk 
melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 
c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi 
penyelidikan tindak pidana; 
d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan 
tindak pidana; 
e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan 
tindak pidana yang dilakukan, 
Dari penjelasan barang bukti diatas dalam kasus ini yang di 
jadikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Toyota 
bertuliskan PT. Golden Energi No. Pol DD 9714 XZ dan 1 
(satu) lembar STNK mobil truck Toyota Dyna DD 9714 XY 
atas nama WIwi Suriaty Wndy.    
Hukuman yang dijatuhkan berupa selama pidana 3 ( tiga) 
Bulan dan 7 (tujuh) hari, dan denda sebesar 2.000.000 (dua 
juta rupiah) kepada terdakwa. Dalam hal ini penjatuhan 
sanksi pidana terlalu ringan dari tuntutan jaksa yaitu 6 
(enam) bulan penjara. Pada dasarnya terdakwa Wawan 
Indrawan merupakan pemilik perusahaan tersebut dan 
terdakwa Rafiuddin dan Herman Basir ( dalam surat putusan 
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berbeda)  merupakan penyedia Bahan Bakar Minyak jenis 
solar yang dalam hal ini hukuman yang diberikan terhadap 
mereka sama yang seharusnya pemilik perusahaan ini 
mendapatkan hukuman yang lebih tinggi.  
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 
Hakim di Pengadilan Negeri Takalar yaitu Hendhy Eka Chandra, 
S.H M.Hum dan  Firmansyah, S.H (wawancara tanggal 29 Januari 
2016) mengatakan bahwa : 
- Hendhy Eka Chandra, S.H, M.Hum: 
“ Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan pertama kita harus berpegang teguh kepada 
keadilan. Kedua dalam menjatuhkan putusan terhadap 
terdakwa kita berdasar kepada fakta-fakta dan tingkat 
perkara, setelah itu mendengarkan keterangan saksi dan 
terdakwa barulah kita dapat menjatuhkan putusan.” 
- Firmansyah, S.H 
“ Pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan 
tersebut, pertama hakim melihat pada dasarnya Undang-
undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi. Selain itu dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 30 tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir dan 
Gas Bumi dan juga di lihat dari niat pelaku melakukan 
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perbuatan tersebut, setelah itu barulah si terdakwa 
dijatuhkan hukuman.”   
Hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam 
menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa yakni berdasarkan 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahkan lebih dari apa yang 
dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum sendiri. Tetapi walaupun 
demikian, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar 
mempertimbangkan segala aspek termasuk bahwa pemidanaan itu 
mempunyai efek psikologi (efek jera bagi para pelakunya). 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
skripsi yang penulis angkat dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga 
Bahan Bakar Minyak Bersubsidi ( Studi Kasus Putusan Nomor 
81/Pid.Sus/2015/PN.Tka) “, dapat diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Pada kasus tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta yang 
terdapat pada barang bukti, keterangan-keterangan saksi, 
keterangan ahli, keterangan terdakwa, yaitu sdr. WAWAN 
INDRAWAN bin SULFAN terbukti melanggar  Pasal 53 huruf d 
Jo. Pasal 23 ayat (2d) Undang-undang R.I Nomor 22 Tahun 
2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP. Penerapan hukum pidana oleh hakim dalam perkara No. 
81/Pis.Sus/2015/PN.Tka adalah berdasarkan hasil penelitian 
penulis menganggap telah terpenuhi unsurr-unsur dalam Pasal 
53 huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2d) Undang-undang R.I Nomor 22 
Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP. 
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2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan 
berdasarkan dakwaan penuntut umum didasarkan pada alat-alat 
bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan 
keterangan terdakwa serta fakta-fakta lengkap di depan 
persidangan diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Dan 
tidak diperolehnya alasan penghapusan pidana yang membuat 
terdakwa lepas dari jeratan hukum. Selain itu, hakim juga turut 
mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan 
meringankan bagi terdakwa.  
 
B. Saran  
1. Sebaiknya dalam perkara ini hukuman yang dijatuhkan kepada 
terdakwa WAWAN INDRAWAN tidak setara dengan penjatuhan 
hukuman dengan terdakwa yang lain karena terdakwa 
merupakan pemilik perusahaan sedangkan yang lainnya 
merupakan penyedia maka seharusnya ancaman hukumannya 
lebih tinggi dari yang lainnya. 
2. Hendaknya dalam pelaksanaan pengawasan  distribusi BBM 
oleh pihak kepolisian dan instansi terkait lebih aktif terhadap 
pengawasan pelaksanaan distribusi bahan bakar minyak dari 
depo Pertamina ke pangkalan dan masyarakat ikut berperan 
serta melakukan pengaduan kepada pihak aparat kepolisian 
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apabila menemukan atau mencurigai terjadinya atau pelaku 
penyimpangan terhadap distribusi bahan bakar minyak.  
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